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Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 456/MPP/KEP/12/1997
TENTANG

ALOKASI PASOKAN DALAM NEGERI CRUDE PALM OIL (CPO),
REFINED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL (RBD PO), CRUDE OLEIN
(CRD OLEIN) DAN REFINED BLEACHED DEODORIZED OLEIN
(RBD OLEIN)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan
minyak goreng di dalam negeri, perlu ditetapkan
alokasi pasokan Crude Palm Oil (CPO), Refined
Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO), Crude Olein
(CRD Olein) dan Refined Bleached Deodorized Olein
(RBD Olein) untuk pasokan dalam negeri ;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok  Organisasi
Departemen;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M
Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet
Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M
Tahun 1995;
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4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang
Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua
puluh lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor
92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
ALOKASI PASOKAN DALAM NEGERI CRUDE PALM OIL
(CPO), REFINED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL
(RBD PO), CRUDE OLEIN (CRD OLEIN) DAN REFINED
BLEACHED DEODORIZED OLEIN (RBD OLEIN).

Pasal 1

(1).  Produsen Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Qil
(RBD PO), Crude Olein (CRD Olein) dan Refined Bleached Deodorized

Olein (RBD Olein) diwajibkan memenuhi pasokan kebutuhan dalam
negeri.

(2). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 17
(tujuh belas) Kelompok sebagai pelaku yang memiliki seluruh Pabrik
Kelapa Sawit (PKS) yang berjumlah 214 PKS dan seluruh Refinery Olein
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

(3). P‘enetapan kewajiban pasokan kebutuhan bulanan dalam negeri,
ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, -
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Pasal 2

Pemenuhan kewajiban pasokan Crude Palm Qil (CPO), Refined Bleached
Deodorized Palm Qil (RBD PQ), Crude Olein (CRD Olein) dan Refined
Bleached Deodorized Olein (RBD Olein) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dibuktikan dengan faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
penyerahan dalam negeri.

Atas penyerahan faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keterangan
kepada Perusahaan bersangkutan yang menyatakan kewajiban pasokan
dalam negeri telah atau belum dipenuhi.

Pasal 3

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 1 ayat (2) dalam
melakukan ekspor diwajibkan mempertaruhkan jaminan atas pengenaan
Pajak Ekspor Tambahan yang diatur oleh Menteri Keuangan.

Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 ayat (2) dalam
melakukan ekspor dikenakan Pajak Ekspor Tambahan yang terhutang.

Pasal 4

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang telah
memenuhi kewajiban pasokan kebutuhan bulanan dalam negeri, sisa hasil
produksinya untuk ekspor sebagaimana dimaksud pada Lampiran
Keputusan ini dapat dilampaui.

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang telah
memenuhi kewajiban pasokan kebutuhan bulanan dalam negeri, sisa hasil
produksinya dapat diekspor oleh Perusahaan yang bersangkutan dan
atau oleh Perusahaan lain dalam Kelompok 17.

Bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pasokan kebutuhan
bulanan dalam negeri, maka ekspor yang dilakukan oleh perusahaan
yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Ekspor Tambahan terhadap
sejumlah kekurangan pasokan kebutuhan bulanan dalam negeri yang
diekspor.

<
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(4).  Dalam hal perusahaan yang tidak memenuhi pasokan kebutuhan bulanan
dalam negeri dan melakukan ekspor melalui perusahaan eksportir maka
pengenaan Pajak Ekspor Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3)
menjadi beban eksportir yang bersangkutan.

Pasal 5
thentuan teknis yang diperlukan dalam rangka Keputusan ini diatur lebih lanjut
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan

Internasional dan Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan,

Departemen Perindustrian dan Perdagangan sesuai kewenangannya masing-
masing.

Pasal 6
(1).  Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan.
(2).  Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 19 Desember 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditétapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 Desember 1997

o " MENTERI PERINDUSTRIAN
/_-__.--‘ .~ DAN PERDAGANGAN RI,
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